SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

a. bahwa dalam rangka pemenuhan Penyertaan Modal

1.

berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 11
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya
dan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah
melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-



10.

11.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 63 Tahun 2019
tentang Investasi  Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6385);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 11).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Bupati adalah Bupati Mamasa.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah
dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam
jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah
dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam
jangka waktu tertentu.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi
pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak
kepemilikan.

Penyertaan modal pemerintah dalam bentuk barang adalah pengalihan
kepemilikan barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang
tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang
dimiliki negara.

Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan
Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan
Koperasi.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Perusahaan Daerah Air Minum Mamasa yang selanjutnya disingkat
PDAM Mamasa adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamasa
yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat daerah Mamasa
yang selanjutnya disingkat BPD Sulselbar daerah Mamasa adalah Badan
Usaha  yang bergerak dalam transaksi Perbankan di Kabupaten
Mamasa.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

(2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) meliputi :

a. keuntungan sejumlah tertentu jangka waktu tertentu berupa deviden,
bunga dan pertumbuhan nilai suatu badan usaha yang mendapatkan
penyertaan modal pemerintah daerah;

b. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai
akibat langsung dari penyertaan modal,

c. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka
waktu tertentu sebagai akibat langsung dari peneryaan modal,;
dan/atau

d. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan
modal pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan
pendapatan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah hanya melakukan penyertaan modal kepada PT.
Bank Pembangunan Daerah Sulselbar dan PDAM Mamasa sesuai modal
dasar yang dibutuhkan dalam rangka mencapaikemandirian usaha dan
tujuan penyertaan modal.

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam
bentuk uang dan/atau barang.

(3) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (2),
bersumber dari APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran
pembiayaan.

(4) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan dengan nilai uang.

Pasal 5
Modal dasar yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut :
a. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar sebesar Rp. 13.500.000.000,00

b. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 17.800.000.000,00



Pasal 6

Modal dasar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sampai
dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini telah direalisasikan berupa modal
disetor sebagai berikut :

a. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar sebesar Rp. 8.500.000.000,00
b. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 9.725.293.493,00

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5,
dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mamasa baik secara langsung
maupun bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai
kemampuan keuangan daerah melalui mekanisme pembahasan APBD
tahun anggaran berkenaan sepanjang jumlah penyertaan modal yang
bersangkutan belum memenuhi jumlah yang ditetapkan pada peraturan
Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran berkenaan.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah menambah jumlah penyertaan modal
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah, maka akan dilakukan perubahan.

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 29 Desember 2022

BUPATI MAMASA,
ttd.
RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 29 Desember 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.
KAIN LOTONG SEMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
/KABAG™ ;

BD. SAMAD, SH., MM
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